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ABSTRAK
Nama : MIRFA
Nim 90100115128
Jurusan : Ekonomi Islam
Judul Penelitian : Implementasi Perda Syariah Terhadap Penerapan Pariwisata
Halal Di Pantai Tanjung Bira Kabupaten Bulukumba
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi
Perda Syariah terhadap penerapan pariwisata halal di pantai tanjung Bira Kabupaten
Bulukumba. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana Perda Syariah
Bulukumba dalam mendorong penerapan pariwisata halal di Pantai Tanjung Bira
Kabupaten Bulukumba dan Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat penerapan
pariwisata halal di Pantai Tanjung Bira Kabupaten Bulukumba.
Jenis penelitian ini adalah peneltian kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu
wawancara, observasi dan dokumentasi dan teknis analisis data yang digunakan yaitu
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.
Hasil dari penelian ini menunjukan bahwa pelaksanaan Perda Syariah yang
ada di Bulukumba akan mendorong penerapan wisata halal dan perda syariah telah di
terapkan semaksimal mungkin oleh Pemerintah daerah terutama untuk obyek wisata
Bira mulai dari pengawasan, penertiban penjualan minuman keras dikawasan pantai
dan himbauan berpakaian muslim/muslimah kepada masyarakat Bulukumba. Faktor
yang menjadi penghambat penerapan pariwisata halal di Pantai Tanjung Bira yaitu
belum adanya sertifikasi halal, kurangnya pemahaman masyarakat Bulukumba
terhadap pariwisata halal, sarana dan prasarana belum memadai, belum adanya aturan
detail terkait pariwisata halal dari pemerintah setempat.
Kata Kunci : Perda Syariah, Pariwisata Halal.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Indonesia bukanlah negara Islam, tetapi negara yang berpenduduk mayoritas
muslim, bahkan muslim terbesar di dunia. Dalam pelaksanaan dan penerapan syariat
Islam, yang dapat dilakukan adalah penerapan nilai-nilai syariat Islam dalam setiap
produk hukum yang dilakukan oleh pemangku kekuasaan legislasi di Indonesia,
termasuk dalam hal ini anggota DPR dan DPRD.1 Anggota DPRD dapat
menghasilkan peraturan- peraturan daerah yang bernuansa Syariat Islam.
Penerapan Syariat Islam melalui Peraturan daerah telah menjadi populer di
tiap daerah kabupaten. Apalagi di kabupaten yang penduduknya mayoritas Islam.
Kemerosotan moral serta perilaku-perilaku menyimpang menjadi salah satu alasan
dalam upaya penegakan Syariah Islam.2 Diantara sekian banyak kabupaten di
Sulawesi Selatan, Bulukumba adalah salah satu kabupaten yang cukup terkenal dalam
penerapan Syariat Islam melalui peraturan daerah. Di Sulawesi Selatan itu sendiri,
dalam upaya penerapan Syariat Islam melalui peraturan daerah memerlukan
perjuangan yang sangat panjang.
1Nur Rohim Yunus, ”Penerapan Syariat Islam Terhadap Peraturan Daerah Dalam Sistem
Hukum Nasional Indonesia”, Jurnal Stidia Islamika Vol 12, No. 2 (2015): h. 254.
2Andi Mannaungi, “Penerapan Perda Syariat Islam Dalam Menanggulangi Perilaku
Penyimpangan Remaja Di Kelurahan Borong Rappoa Kabupaten Bulukumba”, Skripsi (Makassar:
Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik, 2013), h. 1.
1
2Di Kabupaten Bulukumba sendiri, perjuangan untuk mewujudkan Syariat
Islam melalui Peraturan Daerah (Perda) tidaklah mudah. Patabai Pabokori (Mantan
bupati Bulukumba) dalam tuturannya sebagai berikut:
“…Perda Syariat Islam yang empat itu sebenarnya keinginan dari umat islam
di Bulukumba. Jadi ketemu antara keinginan dari bawah dan dari keinginan
pemerintah, sehungga diramulah an dibuatlah perda syariah dan ternyata mendapat
sambutan dari anggota DPRD Bulukumba, karena bagaimanapun eksekutif berjuang
kalau tidak mendapat respon dari anggota DPRD kan itu menghambat. Kemudian
yang kedua kami banyak mendapat dukungan dari Komite Persiapan Penegakan
Syariat Islam (KPPSI), juga jundullah yang saat itu gencar gerakannya. Pada saat itu
kami buat konsep perda dan itulah yang memberikan doromgan, motivasi dan
tekanan pada DPRD Bulukumba sehingga cepat proses pengesahannya…”3
Pernyataan mantan Bupati Bulukumba diatas menegaskan bahwa perjuangan
penerapan Perda Syariah berasal dari bawah dalam artian memang benar-benar
keinginan dari rakyat Bulukumba dan berbagai elemen masyarakat yang memang
berjuang seperti KPPSI dan Jundullah sehingga pada akhirnya mendapat sambutan
dari anggota DPRD Bulukumba.
Bulukumba yang merupakan daerah yang pertama kali menerapkan Syariat
Islam melalui Peraturan Daerah membuat tingkat kriminalitas itu menurun hingga
80%.4 Namun sangat disayangkan sekali karena Perda Syariah yang diterapkan di
kabupaten Bulukumba ini tidak merata, dalam artian masih banyak kelurahan atau
kampung-kampung yang dikecualikan dalam penerapan Perda Syariah ini walaupun
masyrakatnya mayoritas Islam. Dalam penerapan perda syariah ini juga tidak
3Amril Maryolo, “Formalisasi Syariat Islam Di Bulukumba (Studi Tentang Peraturan Daerah
Keagamaan)”, Tesis (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2017), h. 5.
4Rahmatiah, “Studi Kritis Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Minuman Beralkohol Di
Provinsi Sulawesi Selatan”, Disertasi (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2014), h. 23.
3menyentuh wisata- wisata yang ada di Bulukumba, seperti halnya dengan wisata alam
tanjung Bira yang ada di kabupaten Bulukumba.
Menurut kepala seksi Pembinaan Event Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sulsel Ahmad Yusran, terdapat lima kabupaten dan kota yang masuk dalam destinasi
wisata halal, yaitu Makassar, Gowa, Maros, Pangkep dan Bulukumba.5 Di Kabupaten
Bulukmba ada beberapa objek wisata yang sering kali dikunjungi salah satunya yaitu
Pantai Tanjung Bira di Bulukumba. Pantai tanjung bira yang ada di Bulukumba ini
mempunyai progres atau kemajuan dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan ke
Kabupaten Bulukumba. Bulukumba itu sendiri juga merupakan daerah yang
berpenduduk Muslim.
Para pengunjung di obyek wisata tanjung Bira Kabupaten Bulukumba
merupakan mayoritas umat Islam dan juga para pengusaha atau investor yang terlibat
didalam obyek wisata Tanjung Bira merupakan penduduk lokal Bulukumba sendiri.
Dengan demikian maka obyek wisata Tanjung Bira sangat berpotensi untuk dijadikan
sebagai obyek wisata halal. Jadi perda syariah yang diterapkan Bulukumba
seharusnya juga diterapkan diwisata tanjung Bira karena wisata alam tanjung Bira ini
sangat berpotensi untuk diterapkannya wisata halal. Namun nyatanya perda syariah
itu sendiri sama sekali tidak diterapkan dikawasan pantai tanjung Bira, dilihat dari
banyaknya alkohol/ minuman keras yang beredar dikawasan pantai bahkan sampai ke
penjual/pedagang-pedagang kecil, dan banyaknya masyarakat atau karyawan yang
5Yakin Achmad, “Sulsel Terpilih Sebagai Provinsi Wisata Halal”, Pojok Sulsel, 16 Feb 2019.
http://sulsel.pojoksatu.id (20 Juli 2019).
4tidak memakai pakaian yang sesuai dengan syariat islam sebagaimana yang telah
diatur pada perda syariah di Bulukumba.
Dengan demikian perlu disadari oleh pemerintah untuk lebih memperhatikan
pelaksanaan perda syariah yang ada apakah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan
atau sebaliknya, mengingat bahwa kawasan Tanjung Bira merupakan potensi yang
sangat besar untuk diterapkannya sebagai wisata halal. Berdasarkan fakta tersebut
maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Implementasi Perda
Syariah Terhadap Penerapan Pariwisata Halal Pada Wisata Alam Tanjung Bira
Di Kabupaten Bulukumba”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah tersebut, maka dapat diambil
beberapa rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana Perda Syariah mendoromg penerapan pariwisata halal di pantai
tanjung Bira Kabupaten Bulukumba?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat penerapan pariwisata halal di
pantai tanjung Bira Kabupaten Bulukumba?
C. Penelitian Terdahulu
Mengenai pokok masalah yang penulis angkat mempunyai relevansi dengan
sejumlah teori yang ada dalam buku, skripsi, dan banyak teori yang di dapatkan untuk
lebih mudah dijadikan rujukan dalam menyusun.
5Penulis menelaah lewat bahan-bahan bacaan berupa buku, skripsi, makalah,
majalah dan berbagai tulisan yang erat kaitannya dengan masalah pokok pembahasan.
Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu
No Nama Peneliti Judul Hasil Penelitian
1. Amril Maryolo Formalisasi Syariat Implementasi perda keagamaan
Islam di Kabupaten tersebut memunculkan
Bulukumba (Studi sejumlah program
Tentang Peraturan pengembangan nilai-nilai
Daerah Keagamaan)
6
,
keagamaan sebagai upaya
penegakan perda syariah.
Program-program tersebut
seperti, operasi minuman keras
(miras), pemakaian busana
muslim dan muslimah dan
masih banyak program
keagamaan lainnya.
2. Andi Manaungi Penerapan Perda
Syariat  dalam Upaya
Perilaku  penyimpangan remaja
jika   dilihat   dari   empat perda
6Amril Maryolo, “Formalisasi Syariat Islam Di Bulukumba (Studi Tentang Peraturan Daerah
Keagamaan)”, Tesis (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2017).
6Menanggulangi syariah yang ada di Bulukumba
PerilakuMenyimpang hanya satu perda syariah yang
remaja Kelurahan
Borong. 7
langsung   menangani perilaku
penyimpangan remaja yaitu
perda nomor 3 tahun 2002
tentang Larangan, pengawasan,
penertiban dan penjualan
Minuman Keras (Miras).
Sedangkan perda lain
memberikan efek secara tidak
langsung. Walau sekilas
penggunaan miras minuman
keras pada remaja di Kelurahan
Borong rappoa tidak tampak
namun ada kemungkinan besar
mereka melakukannya secara
tersembunyi. Dalam kajian
perilaku menyimpang ada
beberapa tahap yang perlu
7Andi Mannaungi, “Penerapan Perda Syariat Islam Dalam Menanggulangi Perilaku
Penyimpangan Remaja Di Kelurahan Borong Rappoa Kabupaten Bulukumba”, Skripsi (Makassar:
Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik, 2013).
7diperhatikan bagaimana
seseorang atau kelompok
dikatakan menyimpang, yaitu
penyimpangan primer dan
penyimpangan sekuder.
3. Zarina “Penataan Kawasan Dalam penelitian ini ia
Wisata Berdasarkan mengemukakan bahwa Syariat
Prinsip-prinsip Islam sebagai potensi
Islami (Studi pariwisata. Dalam hal ini
Deskriptif Analisis dimaksudkan bahwa pariwisata
Tempat Wisata dengan berlandaskan pada
Kuthang Gampong konsep yang islami bukan
Sagoe Kecamatan berarti membatasi kegiatan
Trienggadeng Kab.
Pidie Jaya).8
wisatawan non muslim. Hal ini
adanya toleransi dan
kompensasi dalam penyediaan
kegiatan-kegiatan wisata yang
dapat mengakomodasi
8Zarina, “Penataan Kawasan Wisata Berdasarkan Prinsip-prinsip Islami (Studi Deskriptif
Analisis Tempat Wisata Pantai Kuthang Gampong Sagoe Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie
Jaya)”, Skripsi (Darussalam Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2018)
8wisatanya. Namun dalam hal ini
harus diterapkannya konsep
bahwa syariat Islam sebagai
konservasi, artinya ada usaha
untuk menjadikan industri
pariwisata yang ada agar sesuai
dengan pokok-pokok aturan
Islam.
D. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui bagaimana Perda Syariah mendorong penerapan pariwisata
halal di pantai tanjung Bira Kabupaten Bulukumba?
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat penerapan pariwisata halal di
pantai tanjung Bira Kabupaten Bulukumba.
9E. Manfaat Penulisan
Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah:
1).Manfaat Teoritis, dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan
pembaca dalam memahami permasalahan yang ada dan sebagai acuan atau
referensi untuk penelitian berikutnya.
2).Manfaat Praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah
Kabupaten Bulukumba untuk mengevalusi perda syariah yang diterapkan di
Bulukumba agar bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Sejarah Penerapan Perda Syariah Di Bulukumba
Peraturan daerah yang bermuatan syariat atau perda syariat sering dimaknai
sebagai peraturan daerah yang materinya diambil dari ketentuan-ketentuan legal
syariat islam, baik yang bersifat tekstual maupun substansi ajarannya. Akan tetapi
pengertian ini belum bisa menjelaskan secara rinci berbagai jenis perda yang menjadi
perdebatan.9
Maraknya Penerapan Syariah Islam di Sulawesi Selatan sesungguhnya tidak
lepas dari peran KPPSI (Komite Persiapan Penerapan Syariah Islam) yang sangat
getol meyuarakan penerapan syariah Islam di daerah-daerah tersebut. KPPSI
didirikan pada tahun 2000 setelah kongres pertama umat Islam (Kongres Mujahidin)
di Yogyakarta yang bertujuan untuk mengintegrasikan antara tujuan dan aksi
penerapan Syariat Islam di Indonesia.
Pada bulan juni 2002 gubernur Sulawesi Selatan mengirimkan satu tim yang
terdiri dari 8 anggota DPRD dan KPPSI untuk studi banding ke beberapa wilayah
Malaysia yang telah menerapkan Syariah Islam, yaitu kuala lumpur dan lain-lain.
Awal januari 2004, sebuah tim lagi di bentuk  untuk mengunjungi Mesir dan bertemu
9Abdul  Hadi,  “Study  Analisis  Keabsahan  Perda  Syariat  Dalam  Perspektif  Teori Hirarki
Hukum Norma”, Jurnal Ummul Qura Vol IV, No. 2 (2014), h. 56.
10
11
langsung dengan Grand Syekh Al-azhar untuk meminta pendapatnya untuk penerapan
Syariah Islam.10
Di Sulawesi Selatan, Bulukumba merupakan daerah pertama yang
menerapkan perda syariah, yang dimana penerapan perda syariah ini diinisiatif oleh
mantan bupati Bulukumba periode 1995-2000 dan 2000-2005 yaitu Andi Patabai
Pabokori. Andi Patabai Pabokori tergolong sukses memimpin kabupaten Bulukumba.
Dari sisi APBD naik, begitu juga dengan tingkat kriminalitas. Dari yang sebelumnya
angka kriminalitas tinggi, setelah kepemimpinannya turun drastis. Ketika pertama
memimpin Bulukumba, Patabai cukup miris melihat kondisi masyarakatnya.
Kriminalitas tinggi, pemerkosaan, pembunuhan dan pencurian kerap kali terjadi.
Begitu juga miras banyak diperjual belikan. Karena itu, dia berfikir, cara untuk
menanggulangi itu semua hanya satu yaitu dengan syariat Islam. Patabai pun berfikir
simpel. Syariat itu tidak mesti harus dengan rajam dan potong tangan. Tapi, hal-hal
sederhana, seperti baca tulis Qur’an, melarang penjualan miras, kewajiban
mengenakan baju muslimah bisa mencegah praktik kriminalitas.11
Sebelum perda syariah diterapkan ada beberapa program keagamaan yang
dijadikan strategi untuk meramu religiusitas masyarakat Bulukumba agar menjadi
modal sprit dalam pembangunan di berbagai sektor. Dari sekian banyak program
10Andi Mannaungi, “Penerapan Perda Syariat Islam Dalam Menanggulangi Perilaku
Penyimpangan Remaja Di Kelurahan Borong Rappoa Kabupaten Bulukumba”, Skripsi (Makassar:
Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik, 2013), h. 15.
11Syaiful Anshor, “Perjuangan Perda Syariat Islam di Sulawesi Selatan”, Redaksi, 5 Juni
2015.
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pemerintahannya, ia mencoba merumuskan program keagamaan yang merupakan
kebutuhan masyarakat luas. Dengan disokong oleh KPPSI Bulukumba, Jundullah,
NU, dan Muhammadiyah, pada akhirnya meluncurkan program keagamaan yang
diresmikan langsung oleh gubernur Sulawesi Selatan saat itu, HZB palaguna. Materi-
materi crash program keagamaan tersebut adalah
1. Pembinaan dan pengembangan pemuda remaja masjid
2. Pembinaan dan pengembangan TKA dan TPA
3. Pembinaan dan pengembangan Hifzh Al-Qur’an
4. Pembinaan dan pengembangan Majelis Taklim
5. Pembinaan dan pengembangan seni bernuansa Islami.12
Sebagai implementasi dari crash program keagamaan ini, kemudian dilahirkan
beberapa perda yang di sebut-sebut sebagai perda yang bernuansa syariat Islam,
yaitu:
1. Perda No. 03 Tahun 2002 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, dan
Penjualan Minuman Beralkohol.13
Menurut Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah, ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba;
b. Kepala Daerah adalah Bupati Bulukumba.
12Andi Mannaungi, “Penerapan Perda Syariat Islam Dalam Menanggulangi Perilaku
Penyimpangan Remaja Di Kelurahan Borong Rappoa Kabupaten Bulukumba”, Skripsi (Makassar:
Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik, 2013), h. 15.
13Pemerintah Daerah Bulukumba, “Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2002 Tentang Larangan,
Pengawasan, Penertiban, dan Penjualan Minuman Beralkohol”, ( Bulukumba: Pemerintah Daerah
Bulukumba, 2002).
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c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang
lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bulukumba;
e. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses
dari bahan asli pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan
destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak,
menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur
konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung
ethanol;
f. Izin Peredaran adalah izin tertulis yng diberikan oleh Bupati untuk memasukkan
dan menyalurkan minuman beralkohol;
g. Peredaran Minuman beralkohol adalah jumlah minuman beralkohol yang dipasok
atau yang diedarkan di Daerah;
h. Tim Pengawasan dan Penertiban adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang
beranggotakan Instansi terkait di Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan
penertiban peredaran minuman beralkohol serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Bupati.
i. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat
menginap/istirahat memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya yang menyatu,
dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran;
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j. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan
dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering;
k. Bar adalah setiap tempat usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya
menghidangkan minuman keras dan minuman lainnya untuk umum di tempat
usahanya;
2. Perda No. 02 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan zakat profesi, Infaq, dan
Sedekah.14
Menurut Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba
b. Pemcrintah paerah adalah Kepala Daerah besena Perangkat Daerah Otonom yang
lain sebagai badan Eksekutif Daerah.
c. Kepala Daerah adalah Bupati Bulukumba.
d. Pegauaj Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bulukumba
e. Pengusaha Muslim adalah Pengusaha Muslim Kabupaten Bulukumba
f . Pengelolaan Zakat adalah kegiatar perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan,
dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan
zakat.
g. Zakat adalah hana yang uajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang
dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan
kepada yang berhak menerimanya.
14Pemerintah Daerah Bulukumba, “Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2003 Tentang
Pengelolaan zakat profesi, Infaq, dan Sedekah”, (Bulukumba: Pemerintah Daerah Bulukumba, 2003).
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h. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang
berkewajiban menunaikan zakat.
i. Agama adalah agama islam
j. Amil Zakat adalah pegelola zakat yang diorganisasikan oleh suatu badan atau
lembaga
k. Zakat profesi adalah bagian pendapatan yang disisihkan dari hasil pekerjaan
(profesi) oleh seorang muslim atau badan sesuai dengan ketentuan agama dan
disalurkan kepada yang berhak menerimanya
I. Kadar zakat adalah besarnnya perhitungan atau persentase penghasilan yang harus
dikeluarkan
m. Infaq adalah hana yang dikeluarkan seseorang atau badan diluar zakat untuk
kemaslahatan ummat
n. Shadaqah adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan yang
dimiliki oleh orang muslim diluar zakat untuk kemaslahatan ummat
o. Profesi adalah pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh seorang muslim yang
mendapat atau menerima pembayaran.
p. Unit Pengumpulan Zakat dapat disingkat UPZ adalah Unit kerja atau orang
pribadi yang ditunjuk sebagai pengumpul Zakat, Infaq dan shadakah.
q. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat
r. LAS adalah Lembaua Amal Sakat
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3. Perda No. 05 Tahun 2003 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah.15
Menurut pasal 5 berbunyi: Setiap Karyawan Karyawati, mahasiswa
mahasiswi dan siswa Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau Madrasah Aliyah (MA)
serta pelajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau Madrasah Tsanawiyah
(MTSi yang beragama islam diwajibkan berbusana Muslim dan Muslimah,
sedangkan bagi warga masyarakat umum yang beragama islam adalah bersifat/
himbauan.
4. Perda No. 06 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Al- Qur’an Bagi siswa dan
Calon Pengantin.16
Menurut Pasal 6 berbunyi:
a. Setiap pasangan calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan wajib
mampu membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar.
b. Kemampuan membaca huruf Al-Qur’an sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibuktikan dihadapan pegawai pecatat nikah (PPN) atau dihadapan Pembantu
Pegawai pecatat nikah (PPN) atau dihadapan Pembantu Pegawai Pecatat nikah (P3N)
yang bertugas membinbing acara pernikahan tersebut.
15Pemerintah Daerah Bulukumba, “Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2003 Tentang Berpakaian
Muslim dan Muslimah”, (Bulukumba: Pemerintah Daerah Bulukumba, 2003).
16Pemerintah Daerah Bulukumba, “Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2003 Tentang Pandai
Baca Al- Qur’an Bagi siswa dan Calon Pengantin”, (Bulukumba: Pemerintah Daerah Bulukumba,
2003).
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B. Pengembangan Pariwisata dan Pelaksanaan Syariat Islam
Secara bahasa, Syariat berarti jalan yang dilewati untuk menuju sumber air.17
Dengan lebih ringkas, Syariat berarti aturan dan undang-undang. Aturan disebut
syariat/syariah karena sangat jelas dan mengumpulkan banyak hal, ada pula yang
mengatakan aturan ini disebut Syariat karena dia mengambil sumber yang didatangi
banyak orang untuk mengambilnya.
Pemberlakuan Syariat Islam di Kabupaten Bulukumba harus mampu
memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, menciptakan keadilan dan kemakmuran
sesuai dengan tujuan diterapkannya Syariat Islam di Bulukumba. Jelasnya mereka
mengharapkan Islam tidak hanya mampu menciptakan kedamaian, keamanan,
perbaikan akhlak dan sebagainya sehingga betul-betul terlibat bahwa Islam adalah
agama yang rahmatan lil alamin.
Syariat Islam sebagai potensi pariwisata. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa
pariwisata dengan berlandaskan pada konsep yang islami bukan berarti membatasi
kegiatan wisatawan non muslim. Hal ini adanya toleransi dan kompensasi dalam
penyediaan kegiatan-kegiatan wisata yang dapat mengakomodasi wisatanya. Namun
dalam hal ini harus diterapkannya konsep bahwa syariat Islam sebagai konservasi,
artinya ada usaha untuk menjadikan industri pariwisata yang ada agar sesuai dengan
pokok-pokok aturan Islam.18
17Natadipurba, Karimah. Ed. 2 (Bandung: PT. Mobodelta, 2016), h. 2.
18Zarina, “Penataan Kawasan Wisata Berdasarkan Prinsip-prinsip Islami (Studi Deskriptif
Analisis Tempat Wisata Pantai Kuthang Gampong Sagoe Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie
Jaya)”, Skripsi (Darussalam Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2018), h. 36-37.
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Pengembangan destinasi pariwisata memerlukan teknik perencanaan yang
baik dan tepat. Teknik pengembangan ini harus menggabungkan beberapa aspek
penunjang kesuksesa pariwisata. Pengembangan kepariwisataan merupakan agenda
nasional. Agenda ini harus ditopang oleh kekuatan masyarakat, untuk itu kepada
warga masyarakat secara spontan atau terprogram harus memenuhi, mengapresiasi
serta berpartisipasi, pada gilirannya sangat peduli dan bertanggung jawab didalam
pengembangan kepariwisataan.19
C. Pariwisata Halal
Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Bab
1 Pasal 1 dinyatakan bahwa wisata adalah Kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh
seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan
rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang
dikunjungi dalam jangka waktu sementara.20
Istilah wisata halal, yaitu wisata yang ingin memberikan layanan dan fasilitas
wisata kepada wisatawan Muslim yang juga dapat dinikmati oleh wisatawan non-
Muslim, di mana setidaknya memenuhi tiga kebutuhan dasar dalam wisatawan
Muslim, yaitu: adanya fasilitas dan layanan ibadah yang memadai, tempat tinggal
yang ramah terhadap wisatawan Muslim (hotel syariah), makanan dan minuman
19Shofwan Karim, “Pembangunan Pariwisata Dalam Perspektif Islam”, Jurnal Tajdid Vol 16,
No. 1, (2013), h. 118-119.
20Republik indonesia, “Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan”, bab
1 pasal 1.
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dengan jaminan halal melalui sertifikasi badan tertentu yang memiliki kewenangan
untuk melakukan itu, serta destinasi wisata seperti wisata alam, budaya, wisata buatan
yang dilengkapi dengan fasilitas atau infrastruktur untuk ibadah, seperti adanya
masjid atau musholla di sekitar tempat wisata.21
Pengembangan wisata halal penting karena manfaatnya tidak hanya dapat
dirasakan oleh wisatawan Muslim. Wisata halal bersifat terbuka untuk semua orang.
Kemenparekraf akan menggerakkan wisata halal di hotel, restoran, serta spa.
Diharapkan wisata halal dapat menjadikan Indonesia sebagai destinasi yang ramah
untuk wisatawan Muslim dan memerlukan standarisasi.
Salah satu tujuan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meluncurkan
wisata halal adalah menarik semakin banyak wisatawan asing, terutama Muslim.
Terselip pula alasan lain yang mendasari diluncurkannya wisata jenis ini. Dengan
wisata halal, mereka akan mudah menemukan makanan halal dan tempat ibadah.
Namun, Indonesia meluncurkan wisata halal bukan semata untuk menarik wisatawan
asing hingga meningkatkan jumlah kunjungannya per tahun. Keinginan dari turis
domestik juga menjadi alasan karena menurut Kemenparekraf, semakin banyak
wisatawan yang mengungkapkan kebutuhan mereka akan wisata halal.22
Berdasarkan pengertian di atas, wisata halal harus memiliki konsep syariah
yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah berhubungan dengan
21Alwafi Ridho Subarkah, ”Potensi dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi
Daerah”, Jurnal Sospol 4, No. 2 (2018): h. 56.
22Aan Jaelani, “Industri Wisata Halal Di Indonesia: Potensi dan Prospek”, Journal of
Economic Vol 1, No. 2 (2017): h. 15.
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konsep halal dan haram di dalam islam. Halal diartikan dibenarkan, sedangkan haram
diartikan dilarang. Konsep halal dapat dipandang dari dua perspektif yaitu perspektif
agama dan perspektif industri. Yang dimaksud dengan perspektif agama, yaitu
sebagai hukum makanan apa saja yang boleh dikonsumsi oleh konsumen muslim
sesuai keyakinannya. Ini membawa konsuekensi adanya perlindungan konsumen dan
Allah swt telah memerintahkan kita untuk memakan makanan yang halal dan baik
terdapat pada Qs. Al- baqarah Ayat 168.
                  
  
Terjemahnya:
Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di
bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena
Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.23
Sedangkan dari perspektif industri. Bagi produsen pangan, konsep halal ini
dapat diartikan sebagai suatu peluang bisnis. Bagi industri pangan yang target
konsumennya sebagian besar muslim, diperlukan adanya jaminan kehalalan produk
seperti yang telah diatur dalam Undang-undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan
Produk Halal.24 Yang termasuk produk adalah barang/jasa yang terkait dengan
makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, dan lain-lain.
Halal”.
23Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Al- Jumanatul Ali, 2011, h.25.
24Republik indonesia, “Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014  tentang  Jaminan Produk
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Sedangkan yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang telah dinyatakan
halal sesuai dengan syariat Islam. Dengan adanya produk halal ini akan
meningkatkan nilainya yang berupa intangible value. Contoh produk pangan yang
kemasannya tercantum label halal lebih menarik bagi konsumen muslim.
D. Konsep Wisata Halal
Konsep wisata halal adalah sebuah proses pengintegrasian nilai-nilai
keisalaman kedalam seluruh aspek kegiatan wisata. Nilai syariat Islam sebagai suatu
kepercayaan dan keyakinan yang dianut umat Muslim menjadi acuan dasar dalam
membangun kegiatan pariwisata. Wisata Syariah mempertimbangkan nilai-nilai dasar
umat Muslim didalam penyajiannya mulai dari akomodasi, restaurant, hingga
aktifitas wisata yang selalu mengacu kepada norma-norma keisalaman.
Konsep wisata halal merupakan aktualisasi dari konsep ke Islaman dimana
nilai halal dan haram menjadi tolak ukur utama, hal ini berarti seluruh aspek kegiatan
wisata tidak terlepas dari sertifikasi halal yang harus manjadi acuan bagi setiap
pelaku pariwisata. Konsep wisata halal dapat juga diartikan sebagai kegiatan wisata
yang berlandaskan ibadah dan dakwah disaat wisatawan Muslim dapat berwisata
serta mengagungi hasil pencipataan Allah SWT (tafakur alam) dengan tetap
menjalankan kewajiban sholat wajib sebanyak lima kali dalam satu hari dan semua
ini terfasilitasi dengan baik serta menjauhi segala yang dilarang oleh-Nya.25
25Kurniawan Gilang Widagdyo,”Analisis Pasar Halal Indonesia”, Journal of Tauhidinomics 1,
No. 2 (2015): h. 74.
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Indonesia sendiri dalam mengembangkan wisata halal mengadopsi dari
kriteria Global Muslim Travel Index sebagai acuan pembangunan wisata halal. Untuk
itu dibentuk suatu badan dibawah naungan Kementerian Pariwisata Republik
Indonesia yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam mengatur
pariwisata di Indonesia, badan khusus bernama Tim Percepatan Pembangunan
Pariwisata Halal (TP3H) suatu tim yang diberikan kewenangan dalam membantu
pemerintah memetakan, mengembangkan dan memberikan pedoman daerah yang
memiliki potensi untuk mengembangkan wisata halal, tim ini kemudian membentuk
tiga kriteria umum dalam mengembangkan wisata halal adalah seperti berikut.
1. Destinasi Pariwisata (Alam, Budaya, Buatan)
a. Tersedia pilihan aktivitas wisata, seni, dan budaya yang tidak mengarah pada
pornoaksi, dan kemusyrikan
b. Bila memungkinkan menyelenggarakan minimal satu festival halal life style
c. Pramuwisata berpakaian dan berpenampilan sopan
d. Mempunyai aturan pengunjung tidak berpakaian minim.
2. Hotel
a. Tersedia makanan halal
b. Tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah, seperti Masjid, Mushola
dan fasilitas bersuci
c. Tersedia playanan saat bulan Ramadhan untuk memenuhi kebutuhan sahur dan
buka puasa
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d. Tidak adanya aktivitas non-halal seperti perjudian, minuman beralkhohol, dan
kegiatan diskotik.
e. Bila hotel menyediakan fasilitas spa, maka terapis pria untuk pelanggan pria
dan terapis wanita untuk pelanggan wanita
f. Terapi tidak menggunakan bahan yang mengandung babi, alkholol maupun
produk turunannya.
3. Biro Perjalanan
a. Pariwisata Halal Tidak menawarkan aktivitas non-halal Memiliki daftar usaha
penyedia makanan dan minuman halal
b. Pemandu wisata memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam
menjalankan tugas
c. Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan etika Islam.26
Dijelaskan juga sebelumnya dalam tulisan Demeiati Nur Kusumaningrum di
mana, konsep wisata halal dipahami sebagai nilai-nilai ajaran Islam yang
diimplemetasikan sebagai landasan dalam melakukan perjalanan wisata tanpa
mendiskriminasikan wisatawan non-muslim. Wisata halal bersifat terbuka untuk
semua orang dan wiisata halal ini dijadikan sebagai soft power untuk menarik
kunjungan wisatawan Muslim.
26Alwafi Ridho Subarkah, ”Potensi dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi
Daerah”, Jurnal Sospol 4, No. 2 (2018): h. 54.
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E. Pariwisata Dalam Islam
Pariwisata dalam bahasa Arab disebut dengan rihlah yang artinya perjalanan.
Selain kata rihlah, perjalanan dalam bahasa Arab juga diungkapkan dengan istilah
lain seperti kata safara (رفاس ) dan sara ( اسر ).27
Seruan Islam untuk melakukan perjalanan pariwisata lebih luas dari tujuan
yang dewasa ini diungkapkan dalam masalah kepariwisataan. Dalam Islam kita
mengenal istilah hijrah, haji, ziarah, perdagangan, dan mencari ilmu pengetahuan
yang merupakan diantara faktor yang dijadikan alasan Islam untuk mendorong
umatnya melakukan perjalanan. Keberhasilan manusia dalam mencapai kemajuan di
bidang ilmu, teknologi, komunikasi, dan transportasi, telah memberi kemudahan
dalam melakukan perjalanan wisata.
Kebiasaan melakukan perjalanan wisata memiliki peran yang besar dalam
kehidupan suatu komunitas bangsa. Hijrah merupakan perjalanan ibadah dan politis
dalam Islam. Hijrah bisa berupa perjalanan dari satu kota ke kota lain, atau dari
negara ke negara lain, atau dari dirinya sendiri untuk menuju Allah Swt untuk
perubahan kearah kebaikan. Hijrah biasanya memiliki dua tujuan, yaitu menyebarkan
agama Islam atau keluar dari komunitas yang tidak kondusif dan dari wilayah
kekuasaan sebuah pemerintahan yang kejam.28
27Rahmi Syahriza, “Pariwisata Berbasis Syariah”, Human Falah 1, No. 2 (2014): h. 137.
28Johan Arifin, “Wawasan Al- Qur’an dan Sunnah Tentang Pariwisata”, An- Nur 4, No. 2
(2015): h. 151- 152.
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Jadi, dalam ajaran islam pun telah diterangkan secara jelas tentang
diperbolehkannya pariwisata ke berbagai tempat di seluruh dunia dengan maksud dan
tujuan tertentu yang diantaranya adalah:
1. Mengaitkan wisata dengan ibadah dan bentuk dzikrullah atau bersyukur. Hal ini
sebagaimana yang termaksud dalam Q.s Al- Mulk (67): 15.
                    
Terjemahnya :
Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di
segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya
kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.29
2. Mengaitkan wisata dengan ilmu dan pengetahuan. Hal ini sebagaimana dengan
firman Allah swt yang termaksud dalam Qs. Al- Ankabut (29): 20.
                   
   
Terjemahnya:
"Berjalanlah di (muka) bumi, Maka perhatikanlah bagaimana Allah
menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya
sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.30
29Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Al- Jumanatul Ali, 2011, h.449
30Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 318
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3. Maksud wisata dalam islam adalah mengambil pelajaran dan peringatan. Hal ini
sebagaimana difirmankan Allah swt dalam Qs. Al- An’am (6): 11.
                     
Terjemahnya:
“Berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan
orang-orang yang mendustakan itu."31
Ayat ini menjelaskan bahwa berjalan dimuka bumi adalah untuk melihat,
mentadabburi (memahami), dan mengambil ibrah (pelajaran). Juga untuk mengetahui
hukum-hukum Allah yang tergariskan dalam berbagai peristiwa dan kejadian.
4. Mendapatkan ketenangan jiwa dan hati
Tujuan lain dari dorongan Islam terhadap umatnya untuk melakukan
perjalanan wisata, adalah untuk mendapatkan kesempatan bersenang-senang dengan
cara yang sehat. Dalam berbagai riwayat Islam disebutkan bahwa mendapatkan
kesenangan yang sehat dan bermanfaat bisa diraih dengan cara melakukan perjalanan
dari kota ke kota atau dari negara ke negara lain. Menyaksikan berbagai ciptaan
Tuhan yang indah, seperti gunung-gunung yang menjulang tinggi,  sungai-sungai
yang mengalir deras, mata air yang jernih, atau hutan-hutan yang hijau dan lautan
yang penuh ombak, ini semua akan menimbulkan rasa senang dan kesegaran dalam
jiwa manusia serta menambah kekuatan iman kepada sang khaliq.32
31Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 103
32Johan Arifin, “Wawasan Al- Qur’an dan Sunnah Tentang Pariwisata”, An- Nur 4, No. 2
(2015): h. 154- 155.
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Dalam kehidupan manusia di dunia ini, Islam selalu menyerukan agar
manusia dalam bepergian dan bergerak menghasilkan kebaikan dunia dan akhirat. Hal
ini diungkapkan dalam al-Qur‟an dengan menggunakan bentuk amr (perintah). Allah
SWT menyerukan kepada manusia agar melakukan perjalanan yang diiringi dengan
memperhatikan dan men-tadabbur apa yang mereka lihat tersebut. Hal ini berarti
bahwa manusia akan mendapatkan nilai plus pada rihlah jika diiringi dengan
tadabbur, karena tadabbur akan mengingatkan mereka dengan posisinya sebagai
hamba Allah di muka bumi ini. Jadi bukan hanya kesenangan saja yang didapat dari
rihlah itu tetapi pahala atau ganjaran dari Allah SWT juga akan diraih.33
Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dan fungsi
pariwisata adalah memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, intelektual setiap wisatawan
dengan rekreasi dan perjalanan. Wisata dalam Islam juga termasuk kegiatan
perjalanan untuk merenungkan keajaiban penciptaan Allah dan menikmati keindahan
alam semesta ini, serta tujuan wisata dalam Islam adalah untuk belajar ilmu
pengetahuan dan berpikir.
F. Undang-undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan wajib bagi setiap konsumen,
terutama konsumen muslim. Baik itu produk berupa makanan, obat-obatan maupun
barang-barang konsumsi lainnya. Oleh karena itu, jaminan akan produk halal menjadi
suatu hal yang penting untuk mendapatkan perhatian dari negara.
33Rahmi Syahriza, “Pariwisata Berbasis Syariah”, Human Falah 1, No. 2 (2014): h. 138.
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Respon positif terhadap masalah kehalalan terkait dengan makanan, obat-
obatan, dan kosmetik telah dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia dengan
diterbitkannya beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH). UU ini
sesungguhnya semakin mempertegas betapa mendesaknya persoalan halal-haram
dalam rantai produksi dari pelaku usaha hingga sampai di tangan konsumen dan
dikomsumsi oleh konsumen, dimana terdapat pula peran pihak perantara seperti
distributor, sudistributor, grosir, maupun pengecer sebelum sampai ditangan
konsumen akhir.34
Pada UU No. 33 Tahun 2014 yang termasuk produk adalah barang/jasa yang
terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi,
produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau
dimanfaatkan oleh masyarakat.35 Sedangkan yang dimaksud dengan produk halal
adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.36 Kemudian
jaminan produk halal yang disingkat dengan JPH adalah kepastian hukum terhadap
kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikasi halal.37
34May Lim Charity, “Jaminan Produk Halal Di Indonesia”, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 14
No. 1, (2017), h. 100.
35Republik indonesia, “Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk
Halal”, bab 1 pasal 1.
36Republik indonesia, “Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk
Halal”, bab 1 pasal 1.
37Republik indonesia, “Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk
Halal”, bab 1 pasal 1.
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Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan produk halal adalah produk yang
memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam, dengan rincian tidak
mengandung bahan yang bersumber dari babi, bahan-bahan yang berasal dari organ
manusia, darah, kotoran dan lain sebagainya. Bahkan yang berasal dari hewan halal
tetapi disembelih tidak sesuai dengan tata cara syariat Islam.
UUJPH tidak hanya ditujukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan
kepada konsumen semata dengan pemberian sertifikasi halal. Produsen juga menuai
manfaat dari UU ini yaitu dengan adanya kepastian hukum terhadap seluruh barang
yang diproduksi, sehingga UUJPH akan berdampak positif bagi dunia usaha.
Jaminan produk halal untuk setiap produk juga dapat memberikan manfaat
bagi perusahaan, mengingat produk yang bersertifikat halal akan lebih dipilih dan
digemari konsumen sehingga dapat meningkatkan penjualan. Hal ini bukan saja
diminati oleh muslim tetapi juga masyarakat non muslim, karena masyarakat non
muslim beranggapan bahwa produk halal terbukti berkualitas dan sangat baik untuk
kesehatan tubuh manusia.38
G. Kerangka Pikir
Kerangka Pikir adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur
logika berjalannya suatu penelitian.
38May Lim Charity, “Jaminan Produk Halal Di Indonesia”, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 14
No. 1, (2017), h. 101.
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Tabel 1.1 Kerangka Pikir
Perda Syariah
Bulukumba
Perda Syariah dalam
mendorong
penerapan
pariwisata halal di
tanjung Bira
Bulukumba
Faktor-faktor yang
menghambat
penerapan pariwisata
halal di pantai
tanjung Bira
Bulukumba
Implementasi perda
Syariah terhadap
penerapan pariwisata
halal di pantai tanjung
Bira Bulukumba
Sumber: Diolah untuk keperluan peneliti 2019
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Lokasi Penelitian
Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan,
maka jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis
maupun lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.39
Adapun lokasi penelitian ini di Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba dan
Pantai Tanjung Bira Kabupaten Bulukumba, sebagai salah satu objek wisata yang
terkenal di nusantara maupun mancanegara. Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 17
September 2019 s/d 17 november 2019.
B. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan
pendekatan yang dimana jenis penelitian ini melihat bagaimana fenomena-fenomena
yang terjadidi lokasi penelitian. Penelitian fenomenologis juga melihat secara dekat
interpretasi individual tentang pengalaman-pengalaman partisipan.40
Model fenomenologi lebih diajukan untuk mendapatkan kejelasan suatu
fenomena yang terjadi dalam situasi natural yang dialami setiap individu.
39Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif Edisi Kedua (Cet ke-8; Jakarta, Kencana 2015), h.
68.
40Moh Nazir, “Metode Penelitian” (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 2003), h. 16.
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C. Sumber Data
Data adalah catatan atas kumpulan fakta dari hasil pengukuran atau
pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, kata-kata, atau citra.
Sesuai dengan kaidah-kaidah yang ilmiah fakta dikumpulkan untuk menjadi data
yang kemudian diolah sehingga dapat disampaikan secara jelas dan tepat. Jenis data
yang dapat diperoleh berdasarkan sumbernya adalah sebagai berikut:
1. Data Primer
Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau
sumber pertama dilapangan.41 Data primer yang dimaksud dalam penelitian
ini adalah hasil wawancara langsung yang dilakukan peneliti pada
narasumber.
2. Data sekunder
Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung
dari sumbernya tetapi melalui perantara misalnya dengan mempelajari
berbagai literatur- literatur seperti buku-buku, jurnal, maupun artikel ilmiah
yang terkait dengan penelitian ini.42Data sekunder berupa data pendukung
yang bersumber dari literature maupun dokumen-dokumen yang terkait
dengan Perda syariah dan wisata halal.
41H.M. Burgan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Format Kuantitatif dan
Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran, (Jakarta:
Prenamedia Group, 2015), h. 128.
42Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Ilmiah: Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta : PT.
Rineka Cipta, 1993), h. 107.
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D. Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara langsung melalui
metode atau langkah berikut :
1. Observasi
Observasi adalah suatu proses yang kompleks suatu yang tersusun dari
berbagai proses biologis dan psikologis melalui pengamatan dengan
menggunakan panca indera. Hasil observasi berupa aktivitas, kejdian,
pariwisata, objek, kondisi atau suasana tertentu. Observasi dilakukan untuk
memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab
pertanyaan penelitian.43
2. Wawancara (interview)
Wawancara adalah proses memperoleh keterangan/data untuk tujuan
penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara
pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan
panduan wawancara.44
3. Dokumentasi
Metode dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data
langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-
43Sutrisno Hadi, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986), h. 172.
44Syofian Siregar, Statistika Deskriptif Untuk Penelitian, (Ed. 1- Cet. 4; Jakarta: Rajawali
Pers, 2014), h. 130.
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peraturan, laporan kegiatan-kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang
relevan penelitian.45
E. Instrumen Penelitian
Menurut Suharsimi Arikunto, instrument penelitian merupakan alat bantu
dalam pengumpulan data.46 Adapun dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan
instrumen penelitian seperti pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan
yang disesuaikan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Pokok
permasalahan ini dapat berkembang sehingga penulis menemukan informasi lain
yang berhubungan dengan pokok permasalahan tersebut selama wawancara
berlansung, observasi, alat perekam atau dokumentasi dan instrumen penelitian
lainnya yang membantu dan mempermudah peneliti dalam melakukan analisis dan
penyelesaian penelitian.
F. Analisis Data
Analisis data adalah proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi
wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah dikumpulkan untuk
meningkatkan pemahaman mengenai materi-materi tersebut dan memungkinkan
peneliti untuk menyajikan apa yang sudah ditemukan kepada orang lain.47
45Sudaryono, Metode Penelitian, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 219.
46Suharsimi Arikunto, Prosedur Peneliti SuatuPendekatan Praktik (Edisi revisi;
Jakarta:Rineka Cipta, 2006), h. 68.
47Emzir, Metodologi penelitian kualitatif : Analisis Data (; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.
37.
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Berikut teknik metode yang sering digunakan dalam menganalisis data
penelitian kualitatif.
1. Reduksi Data (Data Reduction)
Reduksi data adalah proses perangkuman data dengan cara memilih
hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan
demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih
jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data
selanjutnya.
2. Penyajian Data (Data Display)
Penyajian data merupakan hasil reduksi data yang dapat berbentuk
table, grafik, phie card, pictogram, dan sejenisnya yang tersusun secara
sistematis dalam pola hubungan sehingga mudah untuk dipahami. Dalam
penelitian kualitatif, penyajian data cenderung dilakukan dalam bentuk uraian
singkat, bagan, dan hubungan antar kategori yang bersifat narasi.
3. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi (Conclution Drawing/Verification)
Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah langkah terakhir dalam
menganalisis data penelitian kualitatif. Akan tetapi, kesimpulan awal biasanya
masih bersifat sementara sehingga dapat berubah apabila tidak ditemukan
bukti yang dapat mendukung. Namun sebaliknya, apabila kesimpulan awal
tersebut didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti
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Analisis Data
Reduksi Data Penyajian Data
Penarikan Kesimpulan
kembali mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan
merupakan kesimpulan yang andal dan teruji (kredibel).48
Tabel 3.1 Analisis Data
48Emzir, Metodologi penelitian kualitatif : Analisis Data, h. 37.
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Letak Geografis Kabupaten Bulukumba
Kabupaten Bulukumba terletak di bagian selatan Sulawesi Selatan dan
berjarak kurang lebih 153 km dari ibukota propinsi Sulawesi Selatan terletak antara
05020’ – 05040 LS dan 119058 – 120028 BT. Kabupaten Bulukumba dengan ibukota
Kecamatan Ujung Bulu dapat dicapai dengan kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4
(empat) adapun batas administrasi wilayahnya sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sinjai
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Teluk Bone dan Selayar
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng
Secara umum bentuk topografi Kabupaten Bulukumba terdiri dari daerah
datar dan daerah bukit sampai pegunungan dan berada pada ketinggian 0 – 1000 m
dari permukaan laut dengan luas sekitar 1.154,7 Km2 atau sekitar 2,5 persen dari luas
wilayah Sulawesi Selatan. Wilayah administratif Kabupaten Bulukumba terbagi
dalam 10 Kecamtan, 129 Desa, 27 Kelurahan dengan jumlah penduduk 394.543 jiwa.
Kabupaten Bulukumba terdiri dari 10 kecamatan yaitu Kecamatan Ujung
Bulu (Ibukota Kabupaten), Gantarang, Kindang, Rilau Ale, Bulukumpa, Ujung Loe,
Bonto Bahari, Bontotiro, Kajang dan Herlang. 7 diantaranya termasuk daerah pesisir
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sebagai sentra pengembangan pariwisata dan perikanan yaitu kecamatan: Gantarang,
Ujung Bulu, Ujung Loe, Bontobahari, Bontotiro, Kajang dan herlang. 3 kecamatan
sentra pengembangan pertanian dan perkebunan yaitu kecamatan: Kindang, Rilau Ale
dan Bulukumpa.
2. Sejarah Singkat Kabupaten Bulukumba
Bulukumba berasal dari kata Bulukumupa dan pada tingkatan dialeg tertentu
mengalami perubahan menjadi Bulukumba. Mitologi penamaan “Bulu’ku” dan
“Mupa” yang dalam bahasa indonesia berarti “masih gunung milik saya atau tetap
gunung milik saya”. Berawal dari peristiwa tersebut kemudian tercetuslah kalimat
dalam bahasa bugis “Bulukumupa”, yang kemudian pada tingkatan dialek tertentu
mengalami perubahan proses bunyi menjadi “Bulukumba”. Konon sejak itulah nama
Bulukumba mulai ada dan hingga saat ini resmi menjadi sebuah kabupaten.
Slogan Kabupaten Bulukumba adalah “Mali’ siparappe, Tallang sipahua”
Ungkapan yang mencerminkan perpaduan dari dua dialek bahasa BugisMakassar
tersebut merupakan gambaran sikap batin masyarakat Bulukumba untuk
mengembang amanat persatuan didalam mewujudkan keselamatan bersama demi
terciptanya tujuan pembangunan lahir dan bathin, material dan spiritual, dunia dan
akhirat. Paradigma kesejarahan, kebudayaan, dan keagamaan memberikan nuansa
moralitas dalam sistem pemerintahan yang pada tatanan tertentu menjadi etika bagi
struktur kehidupan masyarakat.
Sejarah histori Bulukumba lahir dari suatu proses perjuangan panjang yang
mengorbankan harta,darah, dan nyawa. Perlawanan rakyat Bulukumba terhadap
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kolonial Belanda dan Jepang menjelang Proklamasi Kemerdekaan Republik
Indonesia tahun 1945 diawali dengan terbentuknya “Barisan Merah Putih” dan
“Laskar Brigade Pemberontakan Bulukumba Angkatan Rakyat”. Organisasi yang
terkenal dalam sejarah perjuangan ini melahirkan pejuang yang berani mati
menerjang gelombang dan badai untuk merebut cita-cita kemerdekaan sebagai wujud
tuntutan hak asasi manusia dalam hidup berbangsa dan bernegara.
3. Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba
Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba adalah sebuah instansi yang berada
di Kabupaten Bulukumba di jalan Lanto Dg Pasewang
a. Visi dan Misi Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba
1. Visi adalah pandangan ideal kedepan yang ingin di wujudkan dalam kurun
waktu tertentu untuk mendukung pelaksanaan kewenangan otonomi daerah
bidang pariwisata sebagai antisipasi perkembangan lingkungan strategis dan
era globalisasi. Maka visi sinas pariwisata adalah : “Mewujudkan
Bulukumba Sebagai Daerah Tujuan Wisata Yang Berbasis Pada alam Dan
Budaya”.
2. Misi adalah peryataan mengenai hal-hal yang harus dilaksanakan untuk
mencapai tujuan, segala upaya pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan
memperhatikan kondisi objektif. Maka misinya adalah sebagai berikut:
a). Mendorong kegiatan ekonomi, kesempatan kerja, pendapatan daerah dan
penambahan devisa.
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b). Meningkatkan daya saing dan melestarikan nilai-nilai sejarah dan budaya
sebagai daya tarik wisata Kabupaten Bulukumba.
c). meningkatkan penerapan prinsip kemitraan yang berwawasan bisnis.
b. Struktur Organisasi
Untuk mengetahui dan mengenal struktur organisasi biasanya dengan
memperhatikan bagan organisasi, penggambaran mengenai struktur organisasi
melalui bagan tersebut adalah suatu upaya untuk memperoleh gambaran yang
jelas atau menyeluruh tentang obyek, atau dengan kata lain bagan tersebut dapat
memperhatikan hirarki kepemimpinan dalam suatu organisasi.
c. Keadaan Pegawai
Pegawai merupakan orang yang bekerja pada pemberi kerja, berdasarkan
perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak untuk melaksanakan
suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh
imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu. Kepegawaian dinas
pariwisata Kabupaten Bulukumba di pimpin oleh kepala sub kepegawaian yang
mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam menyusun program,
petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan umum.
Adapun data pegawai dinas pariwisata Kabupatenn Bulukumba terbagi atas
tiga klasifikasi yaitu berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan golongan
kepangkatan.
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Tabel 4.1
Keadaan pegawai pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba
Berdasarkan jenis kelamin
No Jenis Kelamin Jumlah pegawai
1 Laki-laki 22
2 Perempuan 20
Jumlah 42
Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba, 2019.
Berdasarkan tabel 4.1 Jumlah pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten
Bulukumba berjumlah 42 orang, 22 orang berjenis kelamin laki-laki dan 20
orang jenis kelamin perempuan.
Tabel 4.2
Keadaan pegawai pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No Tingkat Pendidikan Jumlah pegawai
1 Sarjana (S1) 25
2 Diploma (D3) 10
3 SMA 7
4 SMP 0
Jumlah 42
Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba, 2019.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dinas pariwisata
Kabupaten Bulukumba didukung personalia sebanyak 42 Orang pegawai,
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berdasarkan tabel 4.2 pegawai dinas pariwisata Kabupaten Bulukumba terdiri
dari 25 orang yang lulusan S1, 10 orang lulusan D3 dan 7 orang lulusan SMA
Tabel 4.3
Keadaan pegawai pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba
Berdasarkan Golongan Kepangkatan
No Golongan Jumlah Pegawai
1 III 22
2 II 8
3 Kontrak 7
4 Sukarela 5
Jumlah 42
Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba, 2019.
Adapun pegawai berdasarkan tabel 4.3 dengan klasifikasi golongan
kepangkatan, dinas pariwisata memiliki pegawai dengan golongan III
sebanyak 22 orang, golongan II sebanyak 8 orang, yang kontrak 7 orang
bahkan ada juga yang sukarela sebanyak 5 orang pegawai.
4. Pantai Tanjung Bira Kabupaten Bulukumba
Kabupaten Bulukumba adalah satu daerah tujuan wisata di sulawesi selatan
setelah Kabupaten Tana Toraja. Potensi wisata yang dimiliki merupakan obyek
wisata yang diunggulkan di wilayah selatan Sulawesi Selatan. Potensi obyek wisata
di Kabupaten Bulukumba terdiri dari wisata kerajinan, wisata bahari dan pulau,
wisata sejarah/situs bersejarah, wisata adat, wisata tirta, wisata alam dan wisata agro.
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Setiap obyek wisata yang ada di Kabupaten Bulukumba merupakan destinasi favorit
para wisatawan terutama wisata Pantai Tanjung Bira yang dikenal hingga
mancanegara.
Pantai Pasir Putih Bira (Tanjung Bira) merupakan tempat wisata bahari dan
menjadi tujuan wisata di Provinsi Sulawesi Selatan bagian selatan, dengan tanjung
yang menjorok ke laut, pantai ini terletak di Desa Bira Kecamatan Bontobahari
berjarak ±42 km dari kota Bulukumba. Pantai ini terkenal dengan pasir putihnya yang
eksotik dan dikelilingi bukit karang yang agak menjorok ke pantai membentuk
tanjung dengan panorama pulau Liukang Loe.
Secara geografis kawasan pariwisata Tnjung Bira terletak disemenanjung Bira
pada bagian selatan Kabupaten Bulukumba dengan koordinat 05°35 LU- 05°39 LS
dan 120°26 Bt- 120°29 BB. Sedangkan secara administratif kawasan wisata Tanjung
Bira terletak di Desa Bira Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba. Saat ini
kawasan pariwisata Pantai Tanjung Bira cukup mudah untuk ditempuh menggunakan
kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat dengan jarak sekitar 40 km dari kota
Kabupaten Bulukumba dengan kondisi jalan aspal yang cukp baik.
Kondisi topografi kawasan wisata Tanjung Bira secara umum merupakan
semenannjung yaitu daratan yang menjorok kelaut dengan elevasi tertinggi sekiar
+2600 mdpl dan kemiringan dari terjal, curam, hingga datar. Adapun penduduk yang
berdomisili dalam kawasan wisata Tanjung Bira pada umumnya adalah Bugis,
Makassar, dan Kajang. Jumlah penduduknya saat ini mencapai 50 KK dengan mata
pencaharian berupa nelayan dan jasa lainnya.
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Pantai ini memiliki panorama laut dan bawah laut yang sangat indah sehingga
banyak wisatawan yang berkunjung untuk melakukan aktifitas menyelam
(diving&surving) untuk melihat keindahan alam bawah laut tersebut. Selain itu kita
dapat pula menyaksikan matahari terbenam (sunset).
Tabel 4.4
Data kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara
Pantai Tanjung Bira Kabupaten Bulukumba
Tahun 2015 s/d 31 Agustus 2019
No Tahun Nusantara(orang)
Mancanegara
(orang)
1 2015 156.770 3.769
2 2016 158.695 3.125
3 2017 186.145 3.036
4 2018 238.810 3.557
5 2019 116.557 1.367
Jumlah 856.997 14.854
Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba, 2019.
Data kunjungan diatas dapat dilihat bahwa pantai tanjung bira merupakan
objek wisata yang diminati oleh wisatawan nusantara maupun mancanegara. Pantai
Tanjung Bira juga dilengkapi dengan berbagai macam wahana hiburan, tempat
penginapan dan lain sebagainya.
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B. Hasil Penelitian
1. Implementasi Perda Syariah dalam Mendorong Penerapan Pariwisata Halal
di pantai Tanjung Bira
Pemberlakuan Syariat Islam di Kabupaten Bulukumba harus mampu
memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, menciptakan keadilan dan kemakmuran
sesuai dengan tujuan diterapkannya Syariat Islam di Bulukumba. Jelasnya mereka
mengharapkan Islam tidak hanya mampu menciptakan kedamaian, keamanan,
perbaikan akhlak dan sebagainya sehingga betul-betul terlibat bahwa Islam adalah
agama yang rahmatan lil alamin. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Muh.Ali
Saleng, S.H, M.Si selaku Kepala Dinas Pariwisata sekaligus orang yang ikut
berpartisipasi dalam pembentukan Perda Bulukumba yaitu:
“Jadi pemberlakuan Perda ini awalnya memang atas kemauan yang muncul
dari bawah karena dulu itu di Bulukumba tidak ada yang berani keluar malam
disekitar pertokoan maupun di gang-gang itu karena kebiasaan selalu bentrok
antar kelompok remaja maka dari situ A.patabai pabokori sebagai bupati pada
saat itu menginisiatif mengumpulkan para tokoh-tokoh agama untuk
mendiskusikan hal itu. Nah kami dari bagian hukum saat itu juga
mempromosikan dalam bentuk peraturan daerah dan undang-undangnya itu
otonomi daerah yang betul-betul kewenangan full di daerah kemudian
didiskusikan lagi bersama tokoh agama untuk dijadikan sebagai perda
kemudian langsung disosialisasikan dan dikomunikasikan ke DPRD dan
langsung direspon. Nah begitu selesai semua dan diterapkan tidak ada
resistensi karna memang itu permintaan dari bawah, pada saat itu majelis
taklim mulai diperkuat, pandai baca tulis Al-Qur’an diperkuat sampai pada
kafe yang marak menjual miras itu diberikan modal agar beralih pekerjaan
bahkan dulu itu ada namanya taman pendidikan Al-Qur’an orang tua. Dan
perda ini sangat luar biasa karena mampu meredam kelompok-kelompok yang
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selalu bentrok dan dampaknya sangat positif sampai sekarang. Cuma karena
sifatnya hanya imbauan jadi tidak ada sanksi yang diberikan”.49
Jadi memang dengan adanya Perda Syariah yang diterapkan di Bulukumba
sangat berdampak positif dan bisa menurunkan tingkat kriminalitas di Kabupaten
Bulukumba pada saat itu. Andi Patabai Pabokori tergolong sukses memimpin
kabupaten Bulukumba. Dari sisi APBD naik, begitu juga dengan tingkat kriminalitas.
Dari yang sebelumnya angka kriminalitas tinggi, setelah kepemimpinannya turun
drastis. Ketika pertama memimpin Bulukumba, Patabai cukup miris melihat kondisi
masyarakatnya. Kriminalitas tinggi, pemerkosaan, pembunuhan dan pencurian kerap
kali terjadi. Begitu juga miras banyak diperjual belikan. Karena itu, dia berfikir, cara
untuk menanggulangi itu semua hanya satu yaitu dengan syariat Islam. Patabai pun
berfikir simpel. Syariat itu tidak mesti harus dengan rajam dan potong tangan. Tapi,
hal-hal sederhana, seperti baca tulis Qur’an, melarang penjualan miras, kewajiban
mengenakan baju muslimah bisa mencegah praktik kriminalitas.
Dengan adanya perda syariah ini juga sebagai potensi untuk bisa
diterapkannya pariwisata halal di Kabupaten Bulukumba khususnya Pantai Tanjung
Bira. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak A.Aryono selaku kepala seksi
hubungan kelembagaan kepariwisataan:
“Perda syariah yang ada di Bulukumba sekarang bisa dikatakan bahwa dengan
adanya perda itu bisa mendorong atau sebagai potensi agar obyek wisata yang
ada di Bulukumba bisa dijadikan wisata halal apalagi perda itu berkaitan
dengan pelarangan atau pengawasan minuman beralkohol dan salah satunya
49Muh. Ali saleng, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba, 30 September 2019.
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juga tentang pakaian muslim/muslimah. Jadi saya rasa perda itu bisa
mendorong penerapan pariwisata halal di Bulukumba dengan catatan perda itu
lebih diperketat lagi penerapannya”.50
Bapak A.Aryono ia mengatakan bahwa Perda itu merupakan salah satu
potensi agar pariwisata halal bisa diterapkan di obyek wisata Bulukumba khususnya
pantai Tanjung Bira yang dimana wisata ini sangat terkenal baik di Nusantara
maupun Mancanegara.
Wisata Halal juga merupakan wisata yang ingin memberikan layanan dan
fasilitas wisata kepada wisatawan Muslim yang juga dapat dinikmati oleh wisatawan
non-Muslim, di mana setidaknya memenuhi tiga kebutuhan dasar dalam wisatawan
Muslim, yaitu: adanya fasilitas dan layanan ibadah yang memadai, tempat tinggal
yang ramah terhadap wisatawan Muslim (hotel syariah), makanan dan minuman
dengan jaminan halal melalui sertifikasi badan tertentu yang memiliki kewenangan
untuk melakukan itu, serta destinasi wisata seperti wisata alam, budaya, wisata buatan
yang dilengkapi dengan fasilitas atau infrastruktur untuk ibadah, seperti adanya
masjid atau musholla di sekitar tempat wisata. Hal ini senada dengan yang dikatakan
Kepala Dinas Pariwisata bahwa:
Wisata halal kan syaratnya bagaimana fasilitas wisata itu memberikan
kemudahan bagi wisatawan khususnya umat islam untuk melakukan aktivitas
ibadahnya. Misalnya dihotel harus ada arah kiblat, tempat wudhu, ada sajadah
bahkan kalau perlu setiap hotel harus ada mushola dll. yang selama ini kan di
Bira memang belum ada tapi sekarang mau diupayakan oleh Dispar. Wisata
halal ini juga tentu saja bisa dinikmati oleh wisatawan non muslim dan saya
juga tadi baru ketemu dengan pemilik kafe di Bira yang dimana saya katakan
50A. Aryono, Kepala Seksi Hubungan Kelembagaan Kepariwisataan, 25 September 2019.
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tadi kalau diatas jam 12 malam tidak boleh ada musik-musik lagi dan kami
juga dari dispar sudah berusaha semaksimal mungkin melakukan rasia
disetiap kedai-kedai yang masih menjual minuman beralkohol yang memang
bukan rananya mereka.51
Hal ini juga senada dengan yang dikatakan ibu Ayu, Kepala Bidang
Pengembangan pariwisata bahwa:
“Menurut saya wisata halal itu yah wisata yang mempermudah wisatawan
yang berkunjung untuk melakukan aktivitas ibadahnya dengan cara didukung
oleh sarana ibadah yang disiapkan oleh pengelolah wisata. Wisata halal juga
tidak hanya semata untuk wisatawan muslim saja namun wisatawan non
muslim juga akan merasakan manfaatnya. Seperti kan kalau wisata halal
pastinya menyediakan makanan dan minuman yang halal dan itu juga
diperlukan wisatawan non muslim juga karena yang halal-halal baik untuk
kesehatan pastinya.”
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa
wisata halal itu merupakan kegiatan yang dimana merupakan tanggung jawab
pengelola untuk memberikan kemudahan bagi wisatawan muslim untuk melakukan
aktivitas ibadahnya dengan melengkapi fasilitas- fasilitas atau infrastruktur untuk
beribadah dan dengan adanya rasia-rasia yang dilakukan oleh pemerintah di pantai
Bira tidak mengurangi jumlah pengunjung.
Pengembangan wisata halal penting karena manfaatnya tidak hanya dapat
dirasakan oleh wisatawan Muslim. Wisata halal bersifat terbuka untuk semua orang.
Kemenparekraf akan menggerakkan wisata halal di hotel, restoran, serta spa.
Diharapkan wisata halal dapat menjadikan Indonesia sebagai destinasi yang ramah
51Muh. Ali saleng, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba, 30 September 2019.
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untuk wisatawan Muslim dan memerlukan standarisasi. Salah satu tujuan
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meluncurkan wisata halal adalah
menarik semakin banyak wisatawan asing, terutama Muslim. Terselip pula alasan lain
yang mendasari diluncurkannya wisata jenis ini. Dengan wisata halal, mereka akan
mudah menemukan makanan halal dan tempat ibadah. Namun, Indonesia
meluncurkan wisata halal bukan semata untuk menarik wisatawan asing hingga
meningkatkan jumlah kunjungannya per tahun. Keinginan dari turis domestik juga
menjadi alasan karena menurut Kemenparekraf, semakin banyak wisatawan yang
mengungkapkan kebutuhan mereka akan wisata halal.
Konsep halal dapat dipandang dari dua perspektif yaitu perspektif agama dan
perspektif industri. Yang dimaksud dengan perspektif agama, yaitu sebagai hukum
makanan apa saja yang boleh dikonsumsi oleh konsumen muslim sesuai
keyakinannya. Ini membawa konsuekensi adanya perlindungan konsumen dan Allah
swt telah memerintahkan kita untuk memakan makanan yang halal dan baik terdapat
pada Qs. Al- baqarah Ayat 168.
                 
  
Terjemahnya:
Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di
bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena
Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.
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Sedangkan dari perspektif industri. Bagi produsen pangan, konsep halal ini
dapat diartikan sebagai suatu peluang bisnis. Bagi industri pangan yang target
konsumennya sebagian besar muslim
Wawancara juga dilakukan kepada salah satu tokoh wanita di kawasan wisata
Pantai Tanjung Bira yang mengikuti perkembangan kawasan tersebut dari awal
menjadi tempat wisata hingga sekarang ini dan juga menjadi pelaku ekonomi. Ibu
Nursiah
“Saya sudah lama kerja disini nak dan saya juga asli orang sini, jadi kalau
mengenai perda syariah mungkin saya tidak tahu tapi kalau wisata halal kan
saya sangat setuju dan yang penting namanya juga halal pasti harus disediakan
makanan sama minuman yang halal sama infrastruktur yang lain juga harus
diperbaiki betul. Kalau mengenai ini juga turis-turis kalau bisa disediakan
memang tempat khusus atau istilahnya dipisah sama orang islam jadi tidak
risih juga pengunjung lain walaupun itu turis tujuannya senang-senangji dan
tidak pernahji mengganggu tapi karna itu juga orang-orang yang menjual
minuman keras itu dibawah sini (kedai) karena dia liat turis itu suka tapi
Alhamdulillah karna akhir-akhir ini itu sering datang satpol pp rasia orang
yang jual minuman keras itu jadi agak berkurang lagi sekarang yang jual.”52
Bersdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa di Pantai Tanjung
Bira sudah ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan
larangan/pengawasan dan penertiban minuman beralkohol yang telah diatur dalam
perda syariah Bulukumba nomor 3 tahun 2002 tentang Larangan, Pengawasan,
Penertiban, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Seperti yang telah dijelaskan
sebelumnya oleh Bapak Kepala Dinas Pariwisata (Muh.Ali Saleng,S.H) terkait ini
52Nursiah, Pelaku Ekonomi, 3 Oktober 2019.
51
bahwa pemerintah sekarang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk selalu
melakukan pengawasan terkait ini.
Menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 pasal 7: (1) Izin tempat
penjualan minuman beralkohol hanya dapat diberikan kepada pengusaha dalam
wilayah Ibukota Daerah dan tempat penjualan pada Pariwisata ; (2) Izin penjualan
minuman beralkohol hanya dapat diberikan untuk: a. Hotel b. Restoran c. Bar (3)
Minuman beralohol tidak boleh dijual dan diminum ditempat umum sepeti Rumah
Makan, Wisma, Warung, Gelanggang Olah Raga, Gelanggang Remaja, Kantin, Kaki
Lima, Terminal, Stasiun, Pasar, Kios-Kios Kecil, Cafe, Rumah-rumah Pendudukdan
tempat/lokasi di tempat lainnya.
Perda syariah Bulukumba juga mengatur tentang pakaian muslim/muslimah
nomor 5 tahun 2003 yang dimana menurut pasal 5 berbunyi: Setiap Karyawan
Karyawati, mahasiswa mahasiswi dan siswa Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau
Madrasah Aliyah (MA) serta pelajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau
Madrasah Tsanawiyah (MTSi yang beragama islam diwajibkan berbusana Muslim
dan Muslimah, sedangkan bagi warga masyarakat umum yang beragama islam adalah
bersifat/ himbauan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak kepala Dispar
Kabupaten Bulukumba bahwa:
“Dengan adanya perda tentang pakaian muslim/muslimah masyarakat
Bulukmba sekarang sudah banyak yang menggunakan pakaian yang tertutup
walaupun tidak semua tapi kalau diliat sudah tumbuh kesadaran tersendiri
bagi mereka terutama untuk kaum wanita apalagi kalau ada acara
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kepemerintahan sudah sedikit sekali ditemukan orang yang tidak menutup
aurat beda dijaman dulu”.53
Hal ini senada dengan yang dikatakan pengunjung Pantai Tanjung Bira, Ibu
Cina bahwa:
“Saya setiap bulan selalu berkunjung di Pantai bira dek, selain rumah tidak
tergolong jauh saya juga sering bawa anak saya rekreasi disini. Selama saya
rekreasi disini Alhamdulillah kalau masalah pakaian saya bersyukur sudah
banyak yang menutup aurat sekarang baik itu dari penjual-penjual,
pengunjung maupun yang bekerja atau yang menjaga diluar itu sudah pakai
jilbab walaupun tidak semua yah tapi lebih banyakji yang menutup aurat
sekarang dibanding dulu. Turis juga disini saya sukaji kalau datang, jarangja
liat turis yang kalau datang buka-bukaanmi baru jalan maksudnya selaluja
perhatikan turis juga kalau datangka, mereka itu berpakaian lengkap kalau
mau jalan disini kecuali kalau mau memang berjemur toh cariji tempat-tempat
sepi baru disituji baru na buka pakaiannya. Itupun sekarang jarangmi di Bira
berjemur karna banyak yang lebih suka di Bara karna lebih leluasa karna sepi
disana.54
Berdasarkan wawancara yang diatas dapat disimpulkan bahwa kesadaran
masyarakat Bulukumba untuk memakai pakaian yang sopan atau menutup aurat
sudah tumbuh kesadaran tersendiri sejak diberlakukannya perda syariah terutama
untuk kaum hawa.
Implementasi perda syariah sangat membawa pengaruh positif bagi
masyarakat Bulukumba khusunya walaupun penerapannya belum maksimal tapi
dapat dilihat dengan adanya perda ini telah memberikan banyak perubahan-
perubahan yang bersifat positif.
53Muh. Ali saleng, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba, 30 September 2019.
54Ibu Cina, Pengunjung Pantai Bira, 3 Oktober 2019.
53
2. Faktor-faktor penghambat penerapan pariwisata halal di Pantai Tanjung
Bira
a. Belum adanya sertifikasi halal
Respon positif terhadap masalah kehalalan terkait dengan makanan, obat-
obatan, dan kosmetik telah dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia dengan
diterbitkannya beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH). UU ini
sesungguhnya semakin mempertegas betapa mendesaknya persoalan halal-haram
dalam rantai produksi dari pelaku usaha hingga sampai di tangan konsumen dan
dikomsumsi oleh konsumen, dimana terdapat pula peran pihak perantara seperti
distributor, sudistributor, grosir, maupun pengecer sebelum sampai ditangan
konsumen akhir.
Menurut UU No. 33 Tahun 2014 Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan
suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang
dikeluarkan oleh MUI dan Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan wajib bagi
setiap konsumen, terutama konsumen muslim.
Dari aspek penyediaan makanan dan minuman di Pantai Bira belum terdapat
makanan yang memiliki sertifikasi halal dari MUI, bahkan untuk restoran yang
terdapat pada hotel. Kendala utama sertifikasi pada restoran hotel adalah masalah
biaya yang terbilang mahal. Hal ini dikatakan oleh kadis pariwisata Kabupaten
Bulukumba dalam wawancara:
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“Kalau mengenai sertifikasi halal mungkin di pantai Tanjung Bira belum ada
yang dikasi sertifikasi halal langsung dari MUI yah karena itu masalah biaya
sebenarnya yang tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit, karena
pengelola hotel setidaknya menyediakan dua macam restoran, satu untuk
melayani tamu secara umum dan yang satunya melayani tamu muslim dan juga
pastinya tanggujawab pengelola juga sangat berat karena harus menjamin
kehalalan suatu produk yang di sediakannya”.55
Hal serupa juga dikatakan oleh ibu kepala bidang pengembangan pariwisata
“Kalau masalah sertifikasi halal itu di Bira sepertinya terkendala sama biaya,
nah orang kan sangat sensitif sekali sama biaya yah jadi ketika para pemilik
restaurant tahu masalah biayanya yang lumayan mahal mereka acuhmi untuk
dapat sertifikat padahal kan kalau ada label halalnya suatu prouk dampaknya
bakalan kembali sama mereka karna pasti banyak yang lirik produknya kalau
ada labelisasi halalnya khususnya itu wisatawan muslim apalagi wisatawan
asing yang beragama islam dan seperti yang saya jelaskan juga tadi bahwa
makanan atau minuman halal bukan cuma dilirik sama orang muslim tapi non
muslim juga karena anggapannya mereka itu tentang produk halal baik untuk
kesehatan, tai kami juga dari pemerintah juga akan melakukanji sosialisasi
kembali mengenai ini karna kemarin ada kasus yang kasi sendiri label halal
diproduknya.”
Mengenai Sertifikasi halal, berdasarkan wawancara bahwa faktor penghambat
untuk menyediakan sertifikasi halal di restoran kawasan Pantai Bira yaitu masalah
biaya yang mahal. Sedangkan dalam UU No.33 Tahun 2014 Pasal 23 bahwa Pelaku
Usaha berhak memperoleh:a. informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem
JPH; b. pembinaan dalam memproduksi Produk Halal; dan c. pelayanan untuk
mendapatkan Sertifikat Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak
diskriminatif.
55Muh. Ali saleng, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba, 30 September 2019.
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UUJPH tidak hanya ditujukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan
kepada konsumen semata dengan pemberian sertifikasi halal. Produsen juga menuai
manfaat dari UU ini yaitu dengan adanya kepastian hukum terhadap seluruh barang
yang diproduksi, sehingga UUJPH akan berdampak positif bagi dunia usaha. Jaminan
produk halal untuk setiap produk juga dapat memberikan manfaat bagi perusahaan,
mengingat produk yang bersertifikat halal akan lebih dipilih  dan  digemari
konsumen sehingga dapat meningkatkan penjualan. Hal ini bukan saja diminati oleh
muslim tetapi juga masyarakat non muslim, karena masyarakat non muslim
beranggapan bahwa produk halal terbukti berkualitas dan sangat baik untuk kesehatan
tubuh manusia
Jadi, seharusnya pemerintah setempat lebih memperhatikan lagi atau
menghimbau kepada pelaku usaha agar mengurus sertifikasi halal karena sertifikasi
halal sangat dibutuhkan oleh konsumen khususnya konsumen muslim itu sendiri.
b. Minimnya pemahaman masyarakat tentang pariwisata halal
Kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan defenisi wisata halal di
Pantai Tanjung Bira merupakan salah satu kendala besar terwujudnya wisata halal itu
sendiri, jadi memang pemerintah perlu melakukan sosialisasi terkait ini. Hal  ini
sesuai dengan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti pada saat ingin
mewanwancarai beberapa pengunjung dan beberapa para pelaku ekonomi namun
masih banyak yang tidak mengetahui gambaran dari wisata halal itu sendiri. Seperti
yang dikatakan oleh ibu Cina, Pengunjung.
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“Yang saya ketahui wisata halal itu yang pasti menyediakan yang halal-halal
seperti makanan dan minuman yang halal itu sajaji, selebihnya kurang tahu
juga.”
Hal serupa juga dikatakan oleh Ibu Nursiah, pelaku ekonomi.
“Kalau wisata halal itu kan pastinya harus mnyediakan makanan dan
minuman halal dan kalau bisa laki-laki sma perempuan itu dipisah itu kalau
wisata halal yang saya tahu.”
Jadi, dapat disimpulkan bahwa memang sejauh ini yang mereka tahu adalah
menyediakan makanan dan minuman halal. Sedangkan Menurut Tim Percepatan
Pembangunan Pariwisata Halal (TP3H) ada tiga kriteria umum dalam pembangunan
wisata halal adalah seperti berikut.
1. Destinasi Pariwisata (Alam, Budaya, Buatan)
a. Tersedia pilihan aktivitas wisata, seni, dan budaya yang tidak mengarah pada
pornoaksi, dan kemusyrikan
b. Bila memungkinkan menyelenggarakan minimal satu festival halal life style
c. Pramuwisata berpakaian dan berpenampilan sopan
d. Mempunyai aturan pengunjung tidak berpakaian minim.
2. Hotel
a. Tersedia makanan halal
b. Tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah, seperti Masjid, Mushola
dan fasilitas bersuci
c. Tersedia playanan saat bulan Ramadhan untuk memenuhi kebutuhan sahur dan
buka puasa
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d. Tidak adanya aktivitas non-halal seperti perjudian, minuman beralkhohol, dan
kegiatan diskotik.
e. Bila hotel menyediakan fasilitas spa, maka terapis pria untuk pelanggan pria
dan terapis wanita untuk pelanggan wanita
f. Terapi tidak menggunakan bahan yang mengandung babi, alkholol maupun
produk turunannya.
3. Biro Perjalanan
a. Menyediakan paket wisata yang sesuai dengan kriteria umum
b. Pariwisata Halal Tidak menawarkan aktivitas non-halal Memiliki daftar usaha
penyedia makanan dan minuman halal
c. Pemandu wisata memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam
menjalankan tugas
d. Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan etika Islam.
c. Sarana dan prasarana yang masih belum memadai
Moenir menyatakan bahwa pengertian sarana adalah segala jenis peralatan,
perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu
dalam pelaksanaan pekerjaan dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang
berhubungan dengan organisasi kerja. dari pengertian sarana yang dikatakan Moenir
tersebut jelas memberi petunjuk sarana dan prasarana merupakan seperangkat alat
yang digunakan dalam suatu proses kegiatan.
Sarana dan prasarana adalah kelengkapan atau fasilitas yang dimiliki suatu
daerah khususnya pantai Bira dalam mengembangkan dan memberikan pelayanan
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kepada wisatawan agar mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan keinginan
wisatawan. Prasarana dibagi atas prasarana umum (air bersih, Listrik, Jalan, Sistem
Persampahan dan Telekomunikasi), Prasarana penunjang (Rumah Sakit, Apotek,
Pusat perdagangan, Kantor pemerintah dan Prasarana wisata (Akomodasi, Kantor
informasi, Tempat Promosi). Sedangkan sarana yaitu perusahaan atau tempat yang
menyediakan fasilitas yang membuat para pengunjung bertahan lama di tempat
wisata seperti sarana olahraga dan ketangkasan.
Fungsi dari sarana dan prasarana dapat berbeda sesuai dengan ruang
lingkupnya misalnya sarana dan prasarana pendidikan beda dengan sarana dan
prasarana wisata. Namun tujuannya sama yaitu tujuan untuk mencapai hasil yang
diharapkan sesuai dengan rencana. Adapun fungsi utamanya yaitu dapat memperoleh
proses pelaksanaan pekerjaan sehingga mampu menghemat waktu, serta
meningkatkan produktivitas baik barang maupun jasa, hasil kerja lebih berkualitas
serta terjamin, dapat lebih sederhana atau memudahkan dalam gerak para pengguna
atau pelaku, dapat menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang, dan dapat
menimbulkan rasa puas pada orang-orang yang berkepentingan yang
mempergunakannya.
Ketersediaan sarana dan prasarana suatu obyek wisata tentu sangat mendukung
kemajuan obyek wisata. Hasil pengamatan dilapangan mengenai ketersediaan sarana
dan prasarana di Pantai Bira masih minim apalagi untuk ingin diwujudkan sebagai
wisata halal. Sebagaimana dikatakan oleh bapak kepala seksi kelembagaan pariwisata
yaitu bapak A.Aryono bahwa:
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“Sarana dan prasarana yang ada di pantai Bira itu masih banyak yang perlu
dibenahi apalagi kan kalau wisata halal harus memang ada mushollah disetiap
hotel, harus ada tempat air wudhu dan setidaknya ada arah kiblat disetiap
kamar hotel trus untuk transportasi setidaknya ada mobilisasi khusus ke Pantai
Bira.”56
Hal ini juga senada dengan apa yang dikatakan oleh ibu Ayu bahwa
“Sarana dan prasarana di Bira sudah terbilang lumayan lengkap dari wisata-
wisata pantai lainnya, di Bira itu sudah loket sekaligus pusat informasi ada
klinik yang disediakan, ada ATM, penginapan, restoran, ada air bersih, ada
musholah, jalan menuju pantai Bira pun sudah baik dan untuk prasarananya
ada untuk hiburan seperti banana boat, jet sky dan lain- lain. Namun memang
sarana dan prasarananya masih perlu ditingkatkan dan dibenahi kembali.”57
Berdasarkan hasil wawancara bahwa sarana dan prasarana di pantai tanjung
Bira memang masih perlu dibenahi kembali agar pantai Tanjung Bira tidak terlihat
kumuh dan pemerintah juga harus melengkapi dan memperbaiki infrastruktur yang
sudah rusak.
d. Belum adanya aturan detail tentang pariwisata halal dari dinas
pariwisata (belum adanya sosialisasi).
Pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba merasa belum mendapat
Juknis detail maupun tentang karakreristik sehingga bisa dikatakan pariwisata halal.
Hal ini tentu berpengaruh pada langkah strategis Dinas Pariwisata Kabupaten
Bulukumba.
56A. Aryono, Kepala Seksi Hubungan Kelembagaan Kepariwisataan, 25 September 2019.
57Ibu Ayu, Kepala bidang pengembangan pariwisata, 30 September 2019.
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Menurut Undang-undang No. 10/2009 tentang kepariwisataan, yang dimaksud
dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh
berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah
dan Pemerintah Daerah.
Menurut WTO (World Tourism Organization), pariwisata adalah aktifitas
orang bepergian dan singgah ditempat jauh dari lingkungan mereka selama tidak
lebih dari setahun berturut-turut dengan tujuan bersenang-senang , bisnis dan tujuan
lain yang tak terkait kegiatan mencari uang ditempat yang dikunjungi.
Yang dimaksud dengan wisata halal, yaitu wisata yang ingin memberikan
layanan dan fasilitas wisata kepada wisatawan Muslim yang juga dapat dinikmati
oleh wisatawan non-Muslim, di mana setidaknya memenuhi tiga kebutuhan dasar
dalam wisatawan Muslim, yaitu: adanya fasilitas dan layanan ibadah yang memadai,
tempat tinggal yang ramah terhadap wisatawan Muslim (hotel syariah), makanan dan
minuman dengan jaminan halal melalui sertifikasi badan tertentu yang memiliki
kewenangan untuk melakukan itu, serta destinasi wisata seperti wisata alam, budaya,
wisata buatan yang dilengkapi dengan fasilitas atau infrastruktur untuk ibadah, seperti
adanya masjid atau musholla di sekitar tempat wisata.
Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba sangat antusias dengan penerapan
pariwisata halal di Pantai Tanjung Bira. Adapun hasil wawancara dengan kepala
bidang pengembangan sumber pariwisata oleh ibu Ayu yang mengatakan bahwa:
“Kami  dari  Dinas  pariwisata  Kabupaten  Bulukumba  sangat  setuju bahkan
kami sudah ada rencana kedepan untuk menerapkan pariwisata halal di Pantai
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Tanjung Bira dan untuk sekarang kami ingin melakukan sosialisasi terkait
wisata halal ini namun sebelumnya kami mau cari tahu dulu yang bagaimana
kriteria agar bisa dikatakan wisata halal. Sedangkan untuk anggarannya kami
sudah anggarkan semuanya dan rencananya kami terapkan tahun depan kalau
tidak ada halangan dan semoga didukung oleh beberapa pihak.”58
Hal ini senada dengan yang dikatakan bapak Kadis:
“Yah betul kami dari Dispar itu sangat setuju dengan penerapan wisata halal.
Bahkan kami kemarin itu sudah mengundang PHRI untuk menjelaskan atau
membawa materi mengenai pariwisata halal dan apa-apa yang harus disiapkan
namun kami masih mau mencari tahu lagi kriteria yang bagaimana yang bisa
dikatakan sebgai wisata halal dan sekarang kami sudah ingin mulai berusaha
untuk melakukan sosialisasi-sosialisasi terkait ini.”59
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah
terkait sangat antusias untuk menerapkan pariwisata halal di Pantai Tanjung Bira dan
sudah ada upaya yang dilakukan terkait itu namun belum melakukan sosialisasi
terkait ini karena ada beberapa hal salah satunya pemerintah terkait ingin lebih
memahami kategori atau kriteria pariwisata itu sendiri.
58Ayu, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Pariwisata, 30 oktober 2019.
59Muh. Ali Saleng, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba, 30 Oktober 2019.
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Setelah melakukan penelitian pada Dinas Pariwisata Kabupaten
Bulukumba dan kawasan pantai Tanjung Bira, peneliti memperoleh semua data
dan informasi terkait dengan judul penelitian hingga akhirnya peneliti menarik
kessimpulan yaitu:
1. Perda Syariah Bulukumba merupakan implementasi dari crash program
keagamaan yang dilkeluarkan oleh pemerintah daerah bersama dengan para
tokoh agama di Kabupaten Bulukumba. Pelaksanaan Perda Syariah yang ada
di Bulukumba akan mendorong penerapan wisata halal dan perda syariah
telah di terapkan semaksimal mungkin oleh Pemerintah daerah terutama
untuk obyek wisata Bira mulai dari pengawasan, penertiban penjualan
minuman keras dikawasan pantai dan himbauan berpakaian
muslim/muslimah kepada masyarakat Bulukumba.
2. Faktor-faktor penghambat penerapan pariwisata halal di Pantai Tanjung Bira
ada beberapa faktor yang menjadi penghambat yaitu belum adanya sertifikasi
halal, kurangnya pemahaman masyarakat Bulukumba terhadap pariwisata
halal, sarana dan prasarana belum memadai, belum adanya aturan detail
terkait pariwisata halal dari dinas pariwisata.
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B. Saran
Berdasarkan dari kesimpulan yang telah diambil, maka saran yang dapat
diberikan berdasarkan hasil penelitian antara lain:
1. Untuk Pemerintah diharapkan dapat konsisten dalam pengembangan
pariwisata dan lebih memperhatikan lagi sarana dan prasarana yang perlu
dibenahi di pantai Tanjung Bira, kemudian khusus untuk Dinas Pariwisata
agar melakukan sosialisasi terkait dengan pariwisata halal di pantai Tanjung
Bira.
2. Untuk mahasiswa, Penelitian ini hanya meniliti tentang bgaimana
implementasi perda syariah terhadap penerapan pariwisata halal di Pantai
tanjung Bira. Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar dapat meneliti
bagaimana upaya pemerintah dalam penerapan pariwisata halal di Bira.
DAFTAR PUSTAKA
Achmad, Yakin. “Sulsel Terpilih Sebagai Provinsi Wisata Halal”, Pojok Sulsel, 16
Feb 2019. http://sulsel.pojoksatu.id (20 Juli 2019).
Anshor, Syaiful. “Perjuangan Perda Syariat Islam di Sulawesi Selatan”, Redaksi, 5
Juni 2015.
Arifin , Johan. “Wawasan Al- Qur’an dan Sunnah Tentang Pariwisata”, An- Nur 4,
No. 2 (2015).
Arikunto, Suharsimi. Prosedur Peneliti Suatu Pendekatan Praktik. Edisi revisi;
Jakarta:Rineka Cipta, 2006.
Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Ilmiah: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta:
PT. Rineka Cipta, 1993.
Bungin, Burgan. Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Format Kuantitatif dan
Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen
dan Pemasaran. Jakarta: Prenamedia Group, 2015.
Bungin, Burhan. Penelitian Kualitatif Edisi Kedua . Cet ke-8; Jakarta, Kencana 2015.
Charity, May Lim. “Jaminan Produk Halal Di Indonesia”, Jurnal Legislasi Indonesia
Vol 14 No. 1, (2017), h. 98-108.
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Al- Jumanatul Ali, 2011
Emzir. Metodologi penelitian kualitatif : Analisis Data. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
Hadi, Abdul. “Study Analisis Keabsahan Perda Syariat Dalam Perspektif Teori
Hirarki Hukum Norma”, Jurnal Ummul Qura Vol IV, No. 2 (2014).
Hadi, Sutrisno. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986.
Jaelani, Aan. “Industri Wisata Halal Di Indonesia: Potensi dan Prospek”, Journal of
Economic Vol 1, No. 2 (2017).
Karim, Shofwan. “Pembangunan Pariwisata Dalam Perspektif Islam”, Jurnal Tajdid
Vol 16, No. 1, (2013).
Mannaungi, Andi. “Penerapan Perda Syariat Islam Dalam Menanggulangi Perilaku
Penyimpangan Remaja Di Kelurahan Borong Rappoa Kabupaten
Bulukumba”, Skripsi. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik, 2013.
63
65
Maryolo, Amril. “Formalisasi Syariat Islam Di Bulukumba (Studi Tentang Peraturan
Daerah Keagamaan)”. Tesis. Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga,
2017.
Natadipurba, Karimah. Ed. 2. Bandung: PT. Mobodelta, 2016.
Nazir, Moh. Metode Penelitian. Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 2003
Pemerintah Daerah Bulukumba, “Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2003 Tentang
Pengelolaan zakat profesi, Infaq, dan Sedekah”, (Bulukumba: Pemerintah
Daerah Bulukumba, 2003).
Pemerintah Daerah Bulukumba, “Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2002 Tentang
Larangan, Pengawasan, Penertiban, dan Penjualan Minuman Beralkohol”, (
Bulukumba: Pemerintah Daerah Bulukumba, 2002).
Pemerintah Daerah Bulukumba, “Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2003 Tentang
Berpakaian Muslim dan Muslimah”, (Bulukumba: Pemerintah Daerah
Bulukumba, 2003).
Pemerintah Daerah Bulukumba, “Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2003 Tentang
Pandai Baca Al- Qur’an Bagi siswa dan Calon Pengantin”, (Bulukumba:
Pemerintah Daerah Bulukumba, 2003).
Rahmatiah, “Studi Kritis Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Minuman
Beralkohol Di Provinsi Sulawesi Selatan”. Disertasi. Makassar: UIN
Alauddin Makassar, 2014.
Republik indonesia, “Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan”, bab 1 pasal 1.
Republik indonesia, “Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan
Produk Halal”, bab 1 pasal 1.
Siregar, Sofyan. Statistika Deskriptif Untuk Penelitian, Ed. 1- Cet. 4; Jakarta:
Rajawali Pers, 2014.
Subarkah, Alwafi Ridho. ”Potensi dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan
Ekonomi Daerah”, Jurnal Sospol 4, No. 2 (2018).
Sudaryono, Metode Penelitian. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
66
Syahriza, Rahmi. “Pariwisata Berbasis Syariah”, Human Falah 1, No. 2 (2014).
Widagdyo, Kurniawan Gilang. ”Analisis Pasar Halal Indonesia”, Journal of
Tauhidinomics 1, No. 2 (2015).
Yunus, Nur Rohim. ”Penerapan Syariat Islam Terhadap Peraturan Daerah Dalam
Sistem Hukum Nasional Indonesia”, Jurnal Stidia Islamika Vol 12, No. 2
(2015).
Zarina, “Penataan Kawasan Wisata Berdasarkan Prinsip-prinsip Islami (Studi
Deskriptif Analisis Tempat Wisata Pantai Kuthang Gampong Sagoe
Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya)”. Skripsi. Darussalam Banda
Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2018.
L
A
M
P
I
R
A
N

Wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata Bapak Muh.Ali Saleng S.H
Wawancara dengan Ibu Ayu kepala bidang penegembangan sumber pariwisata
Wawancara dengan Kepala Seksi hubungan kelembagaan kepariwisataan
Bapak A.Aryono
Ibu Cina sebagai pengunjung
Ibu Nursiah Sebagai pelaku ekonomi
Salah satu Penginapan Di kawasan Pantai Bira
Klinik Di Pantai Tanjung Bira
Loket
ATM di Kawasan Pantai Tanjung Bira
Musholah Di Pantai Bira
Parkiran di Kawasan Pantai Bira
Perahu Motor
Jet Ski










